
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF
DALAM PERSELISIHAN PERDATA

(Suatu Rekomendasi Pembaharuan
Hukum Formal Yang Responsif)

Abstrak: Dewasa ini, Wgadilan metapakan

benteng teralhir bagi penyelesrian sangkera yaflg

terkai dzngan mssalah huhtm, a*an tetapi aflggcpan

ini belum seqrulmya benar. Hal itu dspat dilihat

pnyelesaim atu Wkan perlata di pcngadilan

xingkali membuhtl*an w*tu yang lama, biaya

tinggi, xrla moengyngkan hubutgan oiara piha*-

pihak yang boxngketa, Oleh korcna itu, tulisan ini
metcoba menq.omkan gagosan perryelesaitn *ngkcta
alternatif. Dalam pembahasan ini ditemukan, balrua

di Indowia, tehnik Pmyeksaian Sengkela Altenatif
(PSA) yang meliyti ncgoixsi, konsiliasi, metliasi,

dqn arbtrasi belum dikenal, masym*at dalam

yaktek rynyelesoian mtgkta norygunakan tehnik

tradisional ditntarunyt melalui'musyanarah
nufakat". Pelyelcsaian di pengadilan merupakan

alteraatif teraWi apabila " musymomoh mufaktt"

tidak tercnpii.

Kata Kunci: Musyawarah Mufakat, Negosiasi,

Konsiliasi Dan Mediasi.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah akut yang dihadapi oleh badan
peradilan kita adalah penimbunan dan penumpukan
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perkara di Mahkamah Agung, yang mencapai 16.000

pr:rkara kasasi. Dalam setahun, sekitar 8.500 perkara yang
dapat selesaikan,, Hal ini berarti timbunan perkara baru
alan habis dalam tiga tahun belum lagi peningkatan jumlah
perkara baru yang masuk dan kualitas putusan yang tidak
memenuhi tuntutan rasa keadilan.r

Atas dasar tersebut maka MPR dalam sidang tahunan
z(nZ yang lalu, telah merekomendasikan kepada
Mlahkamah Agung untuk melakukan upaya penyelesaian
tunggakan perkara dengan meningkatkan junrlah dan
kualitas putusan, disamping itu Mahkamah Agung perlu
memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya serta mmjadikan Mahkamah Agung bebas
dari KKN (Iap MPR No. W/MPR/2O0).

Para ahli hukum telah memberikan pendapat tmtang
perlunya pembatasan perkara, sehingga hanya perkara-
perkara tertentu saja yang dapat dikuasai sebagai upaya
mencegah bertumpuknya perkara pada tingkat Mahkamah
Agung. Di lain pihak model pembatasan seperti ini
dipandang sebagai suatu bentuk diskriminatif, sementara
prinsip negara hukum adalah semua orarig diperlakukan
s;rma di hadapan huk,um (Equality before the law).

Secara legalis formal, Undang-Undang No. 14 tahun
1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, telah mengisyaratkan adanya Penyelesaiat
Smgketa Altenatif di luar pengadilan atas dasar
perdamaian atau melalui arbitrase (Pasal 3 ayat (1).
tlndang-undang ini merupakan salah satu upaya formal
mengatasi ti.ggya tingkat perkara melalui pengadilan.
Atas dasar ketentuan tersebut, maka berturut-turut telah

tAchmad Ali, Clavia, 2000: 3
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terbentuk lembaga Penyelesaimt Sengketa Altematif (PSA)

yang meliputi:
1,. Badan Arbitrasi Nasional lnrlanesia (BANI), pada tahun

1974, didirikan oleh para proiesional hukum,
kewenangarmya menyelesaikan sengketa perdata antara
pengusaha Indonesia ltau asing;

2. Badan Arbitrasi Muamalat lndonesia (BAMUI), pada tahun
193, BAMUI berada di bawah Majelis Ulama Indonesia
(MUI), lurisdiksinya meliputi: sengketa yang timbul
dari perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.

3. Pusat Penyelesaim Perxlisihm Bisnis lrulonesia (P3BI),

pada tahun 1996, yang didirikan oleh praktisi hukum,
pengusaha, dan ahli-ahli komunitas bisnis.

Disusul kerrudian lahirnya Undang-Undang No. 30

Tahun 1999 Tmtang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Sejak tahun 7974 yalto terbentuknya IiSA-BANI,
hingga terbentuknya Undang-Undang No.30 tahun 1999
sampai dengan tahun 2002, ternyata juga tidak mampu
membendung arus sengketa perdata yang penyelesaiannya
dilakukan melalui proses pengadilan. Hal ini terbukti
dengan adanya laporah Mahkamah Aguhg pada tiga tahun
terakhir ini dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 samPai
dengan tahun 2002.2

Frekuensi perkara yang konstan bahkan meningkat
ini, disinyalir salah satu diantara penyebabnya juga adalah
jiwa yang dikandung dengan terbentuknya Lembaga PSA

dan Undang-Undang No. 30 tahun 7999 ndak rcsponsioe.

Dalam tulisannya tentang " U sur-unsur Subtantif dan

Reflektif dalam Hukum Motlem" , Gunthet Teubner 3

2 Kompas, 1t Februari 2003: 5
. Jumzl "Lasv & Society Rcuief ,1983t 3
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PENYELESAIAN SENGKE'TA ALTERNATIF DI DALAM
PENGADILAN

Mahkamah Agung setiap tahunnya berhasil menetapkan
beberapa perkara peninjauan kaflbali (PK) yang seluruhnya
beriurrlah sekitar 8.000 perkara. Pada waktu yang sama,
Mahkamah Agung tetap mmerima secara rutin sekitar 7.500

perkara baru, 90% diataranya dihasilkan oleh putusan
perrgadilan negeri yang sudah diproses banding dan telah
diputus oleh pengadilan thggi. Sebagai akibatnya,

. Laica Marzuki, Projustitia, 1997: 4.

merngemukakan konsep hukum hukum dari Nonet €t Selnick

tentang suatu model p€rkembangan dengan tiga tahap
eoc,lusioner. Menurut Nonet B Selnick, salah satu tipe
hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat selain , kurn

rEresif, Hukum Otonom, Hukum yang responsiJ yaitu hukum
yang merupakan fasfitator dan respons terhadap
kebutuhan-kebutuhan dari aspirasi. aspirasi masyarlkat.a

Bagaimana htkum yang rcsponsif sebagai Altematif
Panyelesaian Smgketa perdata yang ditawarkan?
Pertanyaan ini yang akan mmuntun penulis menemukan
terapi yang tepat dalan mmjawab permasalahan tersebut
di atas.

Materi pembahasannya terdiri dari dua bagia& yaitu
Pmyelesaian Smgketa AlErnatif (PSA) di dalam
pengadilan, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA) di
luar pengadilan. Kedua hal ini akan mengungkapkan
praktek pmyelenggaraan Pmyelesaian Sengketa Alternatif
(PSA) selama ini, dengan berbagai kelemahannya, yang
kemudian juga akan merekommdasikan tentang perlunya
pengembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)
y ang stf atrry a re sp onsif .



Aries, Penyelesaian Sengketa 29

Mahkamah Agung yang didukung oleh 51 hakim agung
menghadapi sekitar 16.000 perkara setiap tahunnya, yang
membebani setiap hakim agung rata-rata 320 perkara per
tahun. Bila seminggu terdiri dari lima hari kerja, dan setiap
perkara dapat diselesaikan dalam satu minggu, maka setiap
hakim agung memerlukan waktu enam tahun untuk
menyelesaikan 320 perkara. Bila ditambah dengan perkara
baru, diperkirakan mekanisme yang ada tidak akan
kembali ke keadaan normal setidaknya dalarr. waktu 10

tahun. Kenapa demikian?

Permasalahan ini mengemuka, salah satunya
diakiba&an oleh kelemahan dari substmsi lukum formal klta
yang tidak membuka peluang ymg optimal dalan
penyelesaian melalui altematif lain. Mmurut Gunther
TeubneF " Itgalisasi tak dopat menyelesaikan kompleksitas da:n

keHusan ko{lik-konfik modera. Beliau mengusulkan adanya
altematif bagi hukum. Alternatif hukum yang dimaksud
tersebut, menurut Erman Rajagukguk dalam tulisannya
yang berjudul " Perlunya mengembangkan Pmyelesaimt

Smgketa Altematif 6 telah lama dipraktekkan oleh beberapa
negara di belahan dunia ini, antara lain di Cina,Jepang,
Singapura.

Berbeda dengan Singapura, prosedur hukum kita
tidak mengenal mekanisme acara " Konferosi Pra Sidang!
manakala pihak yang bersengketa baru memulai
persidangan mereka di pengadilan. Tuiuan dari pertemuan
itu adalah untuk mempersempit cakupan tuntutan perkara
dan bilamana mungkin menyelesaikannya pada tahapan itu
juga, serta memberikan kesempatan seluasnya kepada para
pihak guna menetapkan waktu untuk maju ke pengadilan.
Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi suatu

s L.w & Society Revieq/, Volume 1?, No. 2 rahun 1983: 241
5 Makdah, Jakarra, 2l)00: 1
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Penyelesaian Sengketa Altematif (IJSA) yang disponsori
oleh pengadilan itu sendiri.

Pengadilan tingkat pertama Singapura telah
mendirikan " Court Meiliation Centrc" yang memb.:ikan
fasilitas mediasi dalam Verlcara perdata, perkrtra peradilan

ke,luarga, perkaru Lecil dan perkara peradilan analr. Prosedur
mediasi memungkinkan pengadilan untuk memanggil
secara re6mi para pihak untuk mendiskusilan masalah
mereka, mediasi dalam perkara perdata, yang biasanya
disebut "Corrrt Dispu.te Resohrtion (CDR)", yang hrsifat
sukarela dan tergantung pada perjaniian para pihak yang
ter:libat dalam sengketa. Di Singapura, CDR telah
membuktikan manfaatnya dengan hasil yang sangat baik
dalam satu bulan fluni, 7994),35 dari 45 perkara yang
diterima telah diselesaikan s€cara damai; diantaranya
tentang s€ngketa konkak, s€\ /a menyewa, kelalaian dan
tanah.

Dibandingkan dengan Jepang yang memiliki
kesadaran hukum kadisional, mereka beranggapan bahwa
penggunaan hukum formal sebagai suatu ancaman
terhadap keselarasan sosial dan mengandung sifat-sifat
ke,engganan secara moral untuk berperkara di pengadilan.T
Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
menggunakan 2-013 reponden, dmgan dua sample kasus
utama yaitu:
a- Kasus automobil = 43 kasus
b. Kasus perumahan = 40 kasus
Haaya tiga kasus diselesaikan melalui pengadilan dan
selebihnya melalui" perantaru" -a

Di Indonesia Konferensi Pra Sidang yang serupa tetapi
tidak sana adalah "ilailin{', yaitu suatu yosedur konsiliasi

, Setsuo Miyazawa; Law & Society Revie Volumc 2O: 19 : 219.
r Sctsuo Miyazawa, 1987: 230
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sebelum dimulainya persidangan. Menurut HIR Pasal 115-
245, fungsi hakim dalam proses konsiliasi adalah secara terus
menerus dan bersungguh-sungguh menyarankan para
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
mereka secara darnai. Hakim harus benar-benar sadar akan
kedudukannya sebagai pencar; perdamaian yang memiliki
posisi netral. Mekanisme dading ni memiliki beberapa
keuntungan diantaranya ilka konsiliasi tercapai, maka
dibutuhkan keputusan formal dari hakim yang mempunyai
kekuatan hukum. Jadi, pada prinsipnya, pertimbangan
dading ini dimaksudkan untuk memperpendek dan
menyederhanakan proses penyelesaian sengketa. Teknik
PSA sebetulnya sudah diterapkan dalam proses dading,
meskipun kadangkala tidak disadari sepmuhnya oleh para
pihak yang terlibat.

Dalam persidangan, hakim membatasi dirinya hanya
untuk mmyaranlan para pihak untuk berkonsiliasi, tetaPi
ia tidak memantau seiauh mana sarannya itu dipenuhi.
Pengadilan sendiri merasa tidak perlu mmyediakan fasilitas
atau mengkoordinasikan langkah guna menjalankan saran
hakim tersebut. Selain tidak adanya tindakan dari hakim
tidak adanya upaya pengadilan untuk memfasilitasi proses

konsiliasi, juga tidak ada peraturan perundang-undangan
yang menielaskan metode atau prosedur teknisnya agar
saran konsiliasi dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu
diperlukan seorang hakim yang aktif mendukung upaya
menggunakan dading yang umunrnya dipandang hanya
sebagai suatu formalitas.

Satu ciri utama I5A di luar pengadilan adalah
diselenggarakan oleh pihak swasta yang memiliki motif
bisnis (orientasi pada keuntungan) untuk membuka Pusat-
pusat medrasi sepanjang imparsialitas dan kenetralan Proses
tetap dipertahankan. Model PSA ini disebut "Arbitrasi
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Kelatbagaan", yang berbeda dengan "Arbituasi ail-hoc"
sebagimana tergambar di atas. Nampaknya kedua model
Arbitrasi ini perlu diterapkan dan ditingkatkan secara

efektif dalam kerangka Deraturan perundz.ng-undangan
maupun dalam pelaksanaannya.

Salah satu alasan diperkenalkannya Altematioe
Dispfie R esolutioz (ADR) alau Pmyelesaian Sengketa

Altcnatif (PSA), adalah penyelesaian sengketa melalui
proses peradilan fthususnya untuk perkara perdata) kurang
sesuai dengan budaya hukun dalam masyarakat lndoneia.
Sistem hukum lndonesia khususnya sistem litigasi di
pengadilan, menurut Guaatoan Wiiljaja A Ahmad Yani
dalam bukunya " Hukum Arbitrax"e mmgatakan untuk
sebagian besar hukurn diperkenalkan oleh pemerintah
Hindia Belanda. Oleh sebab itu, suatu sistem hukum yang
tidak mencerminkan budaya huhtm masyarakat tidak akan
memperoleh dukungan penuh dan ditegakkan dmgan baik.
Gagasan pribumisasi hukum meagandung pengertian sebagai
tempat penyelesaian-penyelesaian hukum melalui hukum
korrvensional dan praktek kebiasaan. Konsep "musyatoarah
unttk mmcapai mufakaf' yang ingin dikembangkan di
Inclonesia muncul dari gagasan tersebut di atas.

Penggunaan Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi $tang
dapat dianggap sebagai teknik atau mekanisme
" musyawarah untuk mencapai mafaka{ dapat ditelusuri
kembali pada nilai budaya yang mmekankan keseimbangan
dan keserasian dalam masyarakat. PSA melalui prosedur
konsiliasi atau mediasi sebelum melaksanakan penuntutan
hukum di pengadilan, juga dilenal melahti yosedur
rekonsiliasi (dading) dalam hukum perdata kita yang berasal
dari hukum Belanda. Oleh karenanya, sebdah rekomendasi

e Seri Hukum Bisnis,2.O00t 9-?A
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untuk memanfaatkan mekanisme konsiliasi atau mediasi
sebelum memasuki talup litigasi bukan suatu yang harus
dianggap asing sepenuhnya bagi sistem peradilan saat ini.
Meskipun rekonsiliasi (dading) telah dikenal dalam hukum
positif kita, tetapi tidak dijalankan sebagai sebuah
kewajiban. Oleh karena itu, peraturan yang menjelaskan hal
ini (UU) mengenai prc*dur arbitrase juga diperlukan bila
pihak yang bersengketa memilih dalam bentuk arbitrax.
Undang-undang No. 30 tahun '1.999 juga perlu disesuaikan
dengan budaya hukum yang responsif tersebut di atas-

PET{YELESAIAN SENGKE'TA ALTERNATIF DI LUAR
PENGADILAN

Teknik atau prosedur teknik PSA di luar pengadilan yang
biasanya sudah berjalan adalah: Negosia si, Konsiliasi,
Mediasi rlan Arbitnsl Cara yang terakhir (arbitrasi) adalah
yang paling dikenal dan paling banyak dipakai oleh
komunitas bisnis dan hukum. Hukum peninggalan
pemerintah Hindia Belanda iuga mempunyai beberapa
ketentuan mengenai IISA, meskipun sudah sangat
ketinggalan jaman. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) @lah
memprakarsai berdiriya suatu badan arbitrase lebih dari 10

tahun yang lalrr. Badan Arbitrax Nasional (BANI) ini
mengalami permbahan setelah mendapat sorctan taiam dari
komunitas bisnis dan hukum karena tidak begitu aktif dan
Iambannya proses perkaia di pengadilan.

Teknik zegosiasi dan konsiliasi tidak dikenal di
lndonesia, bahkan di kalangan orang aw:rm. " Musyatoarah
untuk nufakai" telah lama dikenal dan dipromosikan oleh
pemerintah sebagai suatu budaya rakyat Indonesia.
Musymoarah untuk mufakat adalah salah satu dari linra
asas Pancasila. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang
jelas mengenai " negosiasi" dan "konsiliasi" yang dapat
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dipakai oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa dan
tidak ada suatu badan atau organisasi yang menar /arkan
I5A tipe itu sebagai jasa. Hal yang sama berlaku pada
mediasi.

Meskipun PSA tidak dianggap sebagai pengganti dad
pe:ngadilan, akan tetapi kenyataannya IISA dapat dianggap
setragai altematif bagi mereka yang sangat kritis terhadap
sistem peradilan Indonesia. Kelambanan prosee perkara (di
Pengadilan Negeri), dan penumpukan perkara (di
Mahkamah Agung) merupakan kelemahan dari sistem
peradilan dewasa ini. Kelemahan lainnya adalah lemahnya
ko:ntrol sosial, yang oleh Black dlkatakan " bila orang terlclap
tidur....... kebanyakan kontrol sosial motgandur dan huhtm
menjadi lonah huhtm beruaiasi tzrbalik dengan kontrcl sosial" .to

Secara tradisional, orang Indonesia tidak mengenal
pernyelesaian sengketa di luar pengadllan (non litigasi)
dalam menyelesaikan sengketa. Mtsyawatah adalah cara
yang paling diutamakan dalam menyelesaikan sengketa
keluarga dan perburuhan, semmtara ke pengadilan dan
ba:rtuan hukum merupakan pilihan terakhir. Sekedar bahan
porbandingag bahwa di Jepang, salah satu cara
menyelesaikan sengketa adalah ditempuh melalui
" pe.rmintaan maaf'. Permintaan maaf dipandang sebagai
benhtk " perckat sosiaf' yang tak terpisahkan dari
pe:ryelesaian konflik. Tawaran ganti rugi dan atau
hukuman lainnya tanpa kesediaan permintaan maaf,
dipandang sebagai suatu bentuk ketidaklujuran, dan tidak
bersungguh-sungguh. Permintaan maaf bagi orang Jepang

5 David F. Grccnbery, Jurnal Law & Society Reuiew Vol. 17, Mo.
\!) :361



A ri e s, Pen yel esai an Se ngke ta

adalah sebuah harga ilii, pengakuan atas kesalahan, dan
juga merupakan rcmeily yang sah terhadap svaht injury.ll

Menurut lohn O. Haley, di Jepang, permintaan maaf
sudah begitu melembaga sesuai penyelesaian non litigasi
dengan karakter tersendiri. Kesalahan dalam permintaan
maaf akan meningkatkan kecenderungan Iifigasi dan bentuk
sanksi hukum formal lainnya.u.

Di Indonesia, masyarakat sudah menggunakan PSA
yang tradisional, yakni bennrsyauarah untuk nufakat
dalam beragam sengketa. Mereka kurang menyadari bahwa
sebetulnya musydurarah itu adalah embrio dari IISA.

I5A secara tradisional dianggap sangat efektif dan
merupakan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat. Di
banyak daerah di Indonesia, Kepala Desa atau Suku masih
dianggap s€bagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
memimpin desa. Dia bertindak sebagai perantara atau
pemberi keputusan dalam persengketaan antara rakyat.
Pada dasamya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(non litigrei), mempunyai basis sosio budaya yang
mempercayai bahwa suatu kealahan jika sengketa itu
dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa,

orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musymoarah),

dan kepala desa atau suku, bertindak sebagai fiediato1
konsiliator atat malahar. sebagai ardbator

Tradisi yang hidup dalam masyarakat itu secara

hukum telah diakui dalam Undang-undang No. 5 tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa, undang-undang tersebut

nenentukan bahwa desa yang didiami oleh seiumlah warga
adalah merupakan suahr unit masyarakat hukum, yang

merupakan orgar,isasi pemerintahan tingkat yang paling

u Hiroehi Vagatsume & Arthur Rosett Jutn2l Iaw & Society
Rewbw, vol. z) No. 4 t2hun 1986, il61-463.

t2 law & Society Reuiew, Vol. 20 No. 4 tahun 1986, 500.
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rendah di bawah camat dan berhak untuk mengatur
warganya sendiri. Dalam penielasan undang-undang ini
dinyatakan bahwa undang-undang mengakui swakarsa
masyarakaf termasuk di dalamnya masalah hukum, tradisi
kebudayaan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat,
sepanjang hal tersebut sesuai dengan perka-mbangan

keamanan sosial. Sebagai contohnya, Masyarakat
hukum/ desa Sulawesi Selatan, memelihara sistem
kekeluargaan parental dan suatu ekonomi yang didasarkan
pada pertanian, perikanan dan kehutanan. Masyarakat
hidup menurut tradisi komunal, di mana mereka bekerja
sama, saling membantu, mempunyai perasaan yang sama,
dan mengetahui apa yang bakal membuat aib masyarakat
yang sampai saat ini masih memainkan peranan yzrng

penting. Kepala persekutuan hukum atau kepala desa
adalah " Ayah" dari masyarakat }rater in parent). Dia
ditugaskan untuk mmgurus kehidupan hukum masyarakat,
menjamin bahwa hukum itu dilaksanakan, dan mmgambil
tindalan jika hukum itu dilanggar.

Di dalam masyarakat tersebut, dalam menangani
s€ngketa, rakyat lebih suka mencoba berdialog
(bermusyawarah) dan biasanya meminta pihak ketiga untuk
bertindak sebagai perantara. Metode I5A tradisional
biasanya dapat mencairkan suatu keputusan yang dianggap
adil dan dapat diterima cleh semua pihak yang terlibat
dalam sengketa.

REKOMENDASI PERLUTIYA PENGEMBANGAN
PEI\IYELESAIAN SENGKE'TA ALTERNATIF

Ba1;aimanapun juga tradisi dan mekanisme musyawarah
unluk mufakat dan perdamaian yang hidup dalam
masyarakat lndonesia itu belum secara langsung dikaitkan
dengan hukum nasional. Termasuk dalam hal ini PSA
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tradisional, yang belum dimasukkan dalam mekanisme [5A
hukum nasional. Untuk mencapai tugas ini, adalah penting
berusaha memahami hukum yang hidup di dalam
masyarakat, untuk mendapat pemecahan hukum melalui
hukum adat lan hukum kebiasaan.

Suatu sistem hukum yang tidak berakar dalarn
kebudayaan hukum masyarakat, biasanya tidak mudah
mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya. Tidak
terkecuali dalam rangka pengembangan tlSA, perlu
diperkuat pmgembangan konsep musyawarah untuk
mufakat yang masih hidup dalam masyarakat, dan
mengembangkan ini menjadi metode PSA yang biasa
diterima secara nasional.

Penyelesaia:n Sengketa Albrnatif (PSA) sudah lama
dikembangkan, baik di Barat seperti di Amerika Serikat dan
Norwegia,maupun di Timur, seperti Jepang dan Cina, baik
karena alasan praktis maupun kebudayaan. Penyelesaian

sengketa melalui pengadilan di Barat maupun di Timur
mengandung kelemahan, diantaranya memakan waktu
yang lama, biaya yang tinggl dan merenggangkan
hubungan pihak-pihak yang bersengketa. Alasan-alasan
kebudayaan menyebabkan pula masyarakat cenderung
mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat
penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka.

Masyarakat Timur seperti Cina dan Jepang secara

tradisional tidak suka pada pengadilan. Pengadilan
dianggap sebagai tempat orang-orang jahat yang tidak
mematuhi hukum. Secara tradisional orang-orang Cina dan

Jepang agak segan untuk membawa sengketa perdata
mereka ke pengadilan. Untuk menjaga harmoni, sengketa-
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sengketa perdata diselesaikan melalui mediasi (Cina dan

Jepang), serta konsiliasi (|epang).1r

Di Jepang, menurut Hiroshi Wagatswna €t Arthur
Roseft, tawaran permintaan maaf merupakan bagian tak
ttrpisahkan dari setiap penyelesaian konflik. Para pelanggar
yang mau menerima ganti rugi atau hukuman lainnya tanpa
nrengungkapkan permintaan maaf, dianggap tidak jujur dan
hrlak sungguh-sungguh (tiilak sa'-r). Budaya Jepang,
p€rmintaan maaf adalah lurga dii, pembelaan terhadap
suatu clairn, ryngakuan, bahkan remedy yang sah terhadap
statu injury.la

Dalam persidangan, hakim membatasi dirinya hanya
untuk menyarankan para pihak untuk berkonsiliasi, tetapi
ia tidak memantau seiauh mana sar:rnnya itu dipenuhi.
Pengadilan sendiri merasa tidak perlu menyediakan fasilitas
atau mmgkoordinasikan langkah guna menjalanlan saran
hakim tersebut. Namury selain tidak adanya tindakan dari
hakim dan tidak adanya upaya pengadilan untuk
menrfasilitasi proxs konsiliasi, juga tidak ada peraturan
perundang-undangan yang menjelaskan metode atau
prosedur teknisnya agar saran konsiliasi dapat
ditindaklanjuti. Singkatnya, perlunya seorang hakim untuk
aktif mendukung upaya menggunakan dading, yang
umurrnya dipandang haya sebagai suatu formalitas.

Penggunaan Korsiliasi, Meiliasi ilan Arbifiase (yang
dapat dianggap sebagai teknik atau mekanisme
'' nusyawarah tntuk meacapai mu/akat') dapat ditelusuri
kembali pada nilai budaya yang menekankan keseimbangan
atau keserasian dalam masyarakat. IISA melalui prosedur
konsilinsi alar mediasi sebelum melaksanakan penuntutan
hukum di pengadilan, juga dikenal melahti proxdur

s Ermao Raiagukgulq Makzlah: 2000: 1
a Law & Socicty Reuie% Vol. 20 No. 4 t.hud 19E6, 462.
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rekonsiliasi (dading) dalam hukum perdata kita yang berasal
dari Hukum Belanda. Oleh karenanya, sebuah rekomendasi
untuk memanfaatkan mekanisme konsiliasi atau :nediasi
sebelum memasuki talwp litigasi bukan sesuatu yang harus
dianggap asing sepenuhnya bagi sistem peradilan saat ;ni.
lleskipun rekonsiliasi (dading) telah dikenal dalam hukum
positif kita, tetapr tidak dijalankan sebagai sebuah
kewajiban. Oleh karena itu, peraturan yang menjelaskan hal
ini (UU) mengenai proxdur arbitruse juga diperlukan bila
pihak yang bersengketa memilih dalam bentuk arbitrase.
Undang-undang No. 30 tahun 1999 fuga perlu disesuaikan
dengan budaya yang responsif tersebut di atas.
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